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ABSTRAK

Pelatihan penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
keterampilan peserta dalam menangani perkara hukum pidana dan perdata, mengingat
kompleksitas masalah hukum yang dihadapi masyarakat saat ini. Kegiatan ini terdiri dari
sesi teori, praktik, dan evaluasi yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar
yang interaktif dan produktif. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam
pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip dasar hukum, serta keterampilan praktis dalam
penanganan kasus melalui simulasi. Diskusi kasus dan tanya jawab memperkaya
pemahaman peserta tentang tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum sehari-hari,
sekaligus menciptakan komunitas pembelajaran yang solid. Evaluasi akhir pelatihan
menunjukkan pencapaian yang memuaskan, di mana peserta berhasil menerapkan
pengetahuan yang diperoleh. Namun, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan dalam
penerapan teori ke praktik yang lebih luas dan rendahnya pemahaman hukum di daerah
terpencil. Rekomendasi untuk pengembangan program penyuluhan hukum yang lebih
inklusif dan penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi hukum diperlukan untuk
meningkatkan literasi hukum di masyarakat.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Penanganan Perkara

ABSTRACT

The legal counseling training aims to improve participants' understanding and skills in
handling criminal and civil legal cases, considering the complexity of legal problems faced
by society today. This activity consists of theory, practice, and evaluation sessions
designed to create an interactive and productive learning environment. The results of the
training showed a significant increase in participants' understanding of basic legal
principles, as well as practical skills in handling cases through simulations. Case
discussions and Q&A enriched participants' understanding of the challenges faced in daily
legal practice, while creating a solid learning community. The final evaluation of the
training showed satisfactory achievements, where participants successfully applied the
knowledge gained. However, challenges remain, including limitations in the application
of theory to broader practice and low understanding of the law in remote areas.
Recommendations for the development of more inclusive legal counseling programs and
the use of technology in the dissemination of legal information are needed to improve legal
literacy in the community.
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PENDAHULUAN

Pelatihan penyuluhan hukum merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan
pemahaman masyarakat dan aparatur negara terhadap sistem hukum yang berlaku. Penyuluhan ini tidak
hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai aspek hukum, tetapi juga untuk
membangun kesadaran kritis mengenai hak dan kewajiban dalam ranah hukum pidana dan perdata
(Rahardjo, 2018). Di Indonesia, kompleksitas penanganan perkara hukum sering kali menuntut
pemahaman yang mendalam tentang prosedur, regulasi, dan implementasi hukum. Pelatihan
penyuluhan hukum diharapkan dapat membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menangani
berbagai permasalahan hukum, baik dalam aspek pidana yang berfokus pada pelanggaran hukum yang
diancam dengan sanksi pidana, maupun dalam aspek perdata yang berkaitan dengan hak-hak sipil
individu atau badan hukum (Purwanto, 2020).

Pelatihan penyuluhan hukum juga berperan sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai
peraturan baru yang mungkin belum dipahami secara luas oleh masyarakat atau aparatur negara.
Peraturan-peraturan baru ini, baik di bidang pidana maupun perdata, sering kali mengalami
perkembangan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi di Indonesia. Oleh karena itu,
pelatihan ini juga bertujuan untuk menjaga agar masyarakat dan aparat penegak hukum selalu mengikuti
perkembangan regulasi yang relevan. Sebagai contoh, dalam hukum pidana, perubahan regulasi terkait
dengan tindak pidana teknologi informasi dan perlindungan data pribadi menjadi topik yang semakin
penting (Sudarto, 2019). Selain itu, pelatihan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk
memahami lebih dalam prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas praduga tak bersalah dalam hukum
pidana, serta prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan
dalam proses hukum serta meningkatkan kualitas keputusan hukum yang diambil, baik oleh aparat
penegak hukum maupun oleh masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut (Wirjono, 2021). Lebih
lanjut, pelatihan ini juga menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran hukum melalui pendekatan
edukatif. Masyarakat yang mendapatkan akses terhadap informasi hukum yang memadai lebih
cenderung untuk menghindari pelanggaran hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini
diharapkan dapat mengurangi beban penegak hukum dan menciptakan lingkungan masyarakat yang
lebih sadar hukum (Purwanto, 2020).

Dalam konteks hukum pidana, pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai proses
penegakan hukum yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana (Sudarto, 2019). Sementara itu, dalam hukum perdata, pelatihan ini menekankan pada
mekanisme penyelesaian sengketa yang menyangkut hak-hak pribadi, keluarga, bisnis, dan properti.
Melalui penyuluhan ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami konsep dasar dan teori hukum,
tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata untuk menyelesaikan
konflik hukum secara adil dan efisien (Wirjono, 2021). Pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat

penegakan hukum dengan memberdayakan para penyuluh hukum agar lebih responsif terhadap
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berbagai isu hukum yang muncul di tengah masyarakat, serta meminimalisir potensi pelanggaran
hukum melalui pencegahan dan edukasi yang lebih baik (Purwanto, 2020).

Selain pemahaman teoritis, pelatihan penyuluhan hukum juga memberikan penekanan pada
aspek praktis dari penanganan kasus hukum. Dalam konteks hukum pidana, peserta diharapkan
memahami prosedur penyidikan yang sesuai dengan hukum acara pidana, seperti bagaimana
mengumpulkan bukti yang sah, hak-hak tersangka selama proses penyelidikan, serta kewajiban aparat
hukum dalam memastikan proses peradilan yang adil dan tidak memihak (Sudarto, 2019). Hal ini
penting karena penyuluhan hukum tidak hanya berfokus pada pengetahuan hukum semata, tetapi juga
pada penerapan yang tepat dalam berbagai situasi hukum sehari-hari, termasuk saat menghadapi
masyarakat yang kurang memahami hak-haknya. Sementara itu, dalam ranah hukum perdata, pelatihan
ini memberikan peserta wawasan mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti
mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sering kali lebih
efisien, menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang (Wirjono,
2021). Dengan demikian, peserta diharapkan tidak hanya memahami cara penyelesaian sengketa
melalui pengadilan, tetapi juga mampu menawarkan solusi alternatif yang dapat menguntungkan semua
pihak yang terlibat dalam sengketa.

Lebih jauh, pelatihan ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas penyuluh hukum
agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan hukum yang terus berkembang. Isu-isu
kontemporer seperti kejahatan siber, perlindungan konsumen digital, dan perubahan peraturan dalam
bidang ekonomi dan bisnis menjadi bagian penting dari pelatihan ini. Dengan pemahaman yang lebih
baik tentang isu-isu hukum yang kompleks dan dinamis, para penyuluh hukum dapat memberikan solusi
yang tepat sasaran dan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif di tengah masyarakat
(Purwanto, 2020). Terakhir, pelatihan ini juga mencakup aspek pencegahan pelanggaran hukum melalui
edukasi hukum di masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan
kewajiban mereka dalam sistem hukum, diharapkan tingkat pelanggaran hukum dapat diminimalisir.
Penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat akan
membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, yang pada akhirnya dapat mendukung

terciptanya keadilan sosial dan stabilitas hukum yang lebih baik di Indonesia (Rahardjo, 2018).

PERMASALAHAN

Pelatihan penyuluhan hukum dalam penanganan perkara bidang hukum pidana dan perdata
merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta aparatur
negara terhadap sistem hukum yang berlaku. Namun, beberapa permasalahan sering muncul dalam
pelaksanaan pelatihan ini, baik dari sisi materi, partisipasi peserta, maupun efektivitas implementasi
hasil pelatihan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman hukum
masyarakat di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Banyak

masyarakat yang belum memahami secara jelas hak-hak dan kewajiban mereka dalam ranah hukum
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pidana maupun perdata, sehingga sulit untuk melindungi diri secara hukum atau menyelesaikan konflik
yang terjadi secara adil dan efisien. Selain itu, aparat penegak hukum di daerah juga sering kali kurang
mendapatkan pembaruan mengenai perubahan regulasi dan perkembangan kasus-kasus hukum baru,
yang menyebabkan lambatnya penanganan perkara hukum.

Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pelatihan.
Di beberapa wilayah, fasilitas dan akses untuk mendapatkan penyuluhan hukum yang berkualitas masih
sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan pelatihan yang diadakan tidak merata dan hanya menjangkau
sebagian kecil masyarakat atau aparatur hukum, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil. Pelatihan
penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara. juga menghadapi tantangan
dalam hal metode pelatihan yang sering kali masih bersifat teoretis dan kurang memberikan simulasi
praktis yang relevan. Akibatnya, para peserta sering kali kesulitan menerapkan teori yang diperoleh dari
pelatihan dalam konteks penanganan kasus nyata di lapangan. Rendahnya keterampilan praktis dalam
menangani perkara hukum juga dapat menurunkan kualitas penegakan hukum di daerah. Oleh karena
itu, tantangan yang harus diatasi dalam pelatihan ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pelatihan,
penyesuaian materi yang relevan dengan perkembangan hukum saat ini, serta peningkatan kapasitas
penyuluh hukum untuk memberikan solusi praktis dan berkelanjutan dalam penanganan perkara hukum

pidana dan perdata.

METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan pelatihan penyuluhan hukum dalam penanganan perkara bidang hukum pidana
dan perdata akan dilakukan dengan pendekatan kombinasi teori dan praktik. Pelatihan ini bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hukum pidana dan perdata, serta memberikan
keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara hukum di kedua bidang tersebut. Pelatihan ini akan
dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 21 Juni 2025 yang dipilih sebagai tempat
utama karena letaknya yang strategis serta fasilitas yang mendukung kegiatan pelatihan. Pelatihan ini
akan diikuti oleh total 50 orang peserta, yang terdiri dari berbagai latar belakang. Rinciannya adalah 20
aparat penegak hukum yang meliputi jaksa, polisi, dan pengacara, kemudian 15 mahasiswa hukum dari
beberapa universitas di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara dan sekitarnya, serta 10 perwakilan
masyarakat sipil yang aktif dalam isu-isu hukum dan advokasi. Selain itu, pelatihan ini juga akan
dipandu oleh 5 narasumber dan instruktur, yang terdiri dari praktisi hukum dan akademisi
berpengalaman. Jumlah peserta ini dipilih untuk menjaga efektivitas pelatihan, memungkinkan
interaksi yang lebih baik, dan memastikan adanya diskusi yang mendalam antara peserta dan instruktur.
Kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui beberapa tahap pelaksanaan diantaranya:
1. Pada tahap pembukaan, hari pertama pelatihan akan dibuka dengan sambutan dari perwakilan
Tarakan, Kalimantan Utara yang diikuti oleh penyampaian tujuan dan manfaat pelatihan oleh

panitia pelaksana. Setelah itu, instruktur akan memberikan pengantar mengenai garis besar materi
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yang akan disampaikan, termasuk teori hukum pidana dan perdata, serta perbandingan kasus-kasus
nyata yang relevan dengan materi pelatihan.

2. Sesi materi teoretis, peserta akan diberikan pengenalan dasar-dasar hukum pidana dan perdata. Ini
meliputi konsep-konsep seperti unsur-unsur tindak pidana, prosedur penegakan hukum, asas-asas
penyelesaian sengketa perdata, serta hak dan kewajiban para pihak dalam proses hukum. Materi
ini disampaikan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif, di mana peserta dapat mengajukan
pertanyaan dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

3. Sesi praktik, peserta akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan simulasi
penanganan perkara hukum pidana dan perdata. Dalam simulasi ini, setiap kelompok akan
diberikan skenario perkara hukum yang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang
telah dipelajari. Kasus yang dipilih mencakup perkara umum di bidang hukum pidana, seperti
pencurian dan penganiayaan, serta kasus hukum perdata, seperti sengketa properti dan gugatan
wanprestasi. Instruktur akan memberikan penilaian dan umpan balik atas hasil simulasi yang
dilakukan oleh peserta.

4. Sesi tanya jawab dan diskusi kasus, peserta diberikan kesempatan untuk membahas lebih dalam
berbagai kasus hukum yang sering terjadi dalam praktik sehari-hari. Instruktur akan berbagi
pengalaman praktis mereka dalam menangani perkara hukum, termasuk tantangan yang sering
dihadapi dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara.

5. Evaluasi dan penutupan, pada hari terakhir pelatihan, peserta akan mengikuti evaluasi yang
meliputi pemahaman materi dan keterampilan praktis yang telah dipelajari selama pelatihan.
Evaluasi ini dilakukan melalui ujian tertulis dan praktik simulasi singkat. Setelah evaluasi selesai,
pelatihan akan ditutup dengan pemberian sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti seluruh

rangkaian kegiatan pelatihan.

Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif
tentang penanganan perkara hukum pidana dan perdata serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut

secara praktis di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta
dalam menangani perkara hukum pidana dan perdata. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena
meningkatnya kompleksitas masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik individu maupun
kelompok. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar hukum,
prosedur hukum, dan cara-cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa hukum. Pelatihan ini terdiri
dari beberapa tahap yang mencakup teori, praktik, dan evaluasi, yang dirancang untuk menciptakan
lingkungan belajar yang interaktif dan produktif. Berikut adalah hasil terkait dengan pelatihan yang
telah dilakukan:
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1. Peningkatan Pemahaman Teoritis

Dari sesi teori yang dilaksanakan, terlihat bahwa peserta mengalami peningkatan yang signifikan
dalam pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan perdata. Dengan
menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif, peserta berhasil memahami berbagai konsep
esensial, seperti unsur-unsur tindak pidana, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, serta hak dan
kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam proses hukum. Partisipasi aktif dan keterlibatan peserta
selama sesi menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil dalam merangsang rasa ingin tahu dan
memfasilitasi pertanyaan yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Respon dari peserta juga
mengindikasikan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam memahami dan menjelaskan konsep-
konsep hukum yang sebelumnya tidak mereka kenal. Penggunaan metode ceramah dan diskusi
interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta; ceramah memberikan pengetahuan
dasar, sementara diskusi memungkinkan peserta untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan
mengklarifikasi pemahaman mereka.

Menurut Santoso (2021), metode pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan retensi
informasi dan mendorong keterlibatan peserta dalam proses belajar. Memahami hukum adalah kunci
untuk mengatasi masalah hukum di masyarakat, dan peserta yang lebih percaya diri dalam menjelaskan
konsep hukum akan lebih mampu memberikan informasi dan bimbingan kepada orang lain, yang pada
gilirannya dapat memperkuat kesadaran hukum di komunitas mereka (Widianto, 2022). Peningkatan
pemahaman hukum di kalangan peserta juga dapat berdampak positif pada masyarakat secara
keseluruhan. Dengan peserta yang lebih teredukasi tentang hak dan kewajiban mereka, diharapkan akan
terjadi penurunan angka pelanggaran hukum dan peningkatan partisipasi dalam proses hukum. Hal ini
sejalan dengan penelitian oleh Prasetyo (2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum
di masyarakat dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial.

2. Keterampilan Praktis dalam Penanganan Kasus

Sesi praktik yang melibatkan simulasi penanganan perkara hukum memberikan pengalaman
langsung kepada peserta dalam menerapkan teori yang telah dipelajari. Dalam kelompok kecil, peserta
diberi skenario yang mencerminkan situasi hukum nyata, seperti kasus pencurian dan sengketa properti.
Kegiatan ini tidak hanya menguji pengetahuan mereka tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan
bekerja dalam tim. Instruktur memberikan umpan balik yang konstruktif, memungkinkan peserta untuk
belajar dari kesalahan dan memperbaiki pendekatan mereka dalam menangani masalah hukum. Hasil
dari evaluasi praktik menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat memahami dan menerapkan
prosedur hukum dengan baik, meskipun beberapa peserta masih menunjukkan kesulitan dalam
menyusun argumen hukum yang efektif. Pentingnya simulasi praktik sangat jelas, karena metode ini
menghubungkan teori dengan praktik. Melalui pengalaman langsung, peserta dapat melihat bagaimana
konsep hukum diterapkan dalam situasi nyata, sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa
pembelajaran berbasis praktik dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta secara

signifikan (Hidayat, 2022).
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Kegiatan dalam kelompok kecil tidak hanya mengasah pengetahuan hukum peserta tetapi juga
keterampilan interpersonal mereka, seperti komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja
dalam tim sangat penting dalam profesi hukum, di mana berbagai perspektif sering kali diperlukan
untuk menyelesaikan suatu kasus (Sari, 2023). Pemberian umpan balik oleh instruktur juga memainkan
peran kunci dalam proses pembelajaran. Umpan balik yang konstruktif memungkinkan peserta untuk
memahami area yang perlu mereka perbaiki dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan
keterampilan mereka lebih lanjut. Menurut Yuliana (2021), umpan balik yang efektif dapat mendorong
peserta untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi mereka. Meskipun sebagian besar peserta
menunjukkan kemampuan yang baik dalam menerapkan prosedur hukum, kesulitan dalam menyusun
argumen hukum yang efektif menyoroti perlunya fokus tambahan dalam pelatihan. Mengembangkan
keterampilan analitis dan argumentatif sangat penting untuk keberhasilan dalam praktik hukum, dan ini
harus menjadi perhatian dalam sesi pelatihan mendatang (Budiarto, 2023).

3. Diskusi Kasus dan Penanganan Masalah

Sesi tanya jawab dan diskusi kasus memberikan kesempatan bagi peserta untuk menggali lebih
dalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum sehari-hari. Diskusi ini menciptakan
ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Pengalaman praktis yang
dibagikan oleh instruktur mengenai tantangan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa
memperkaya pemahaman peserta tentang konteks hukum yang lebih luas. Hasil dari diskusi
menunjukkan bahwa peserta semakin menyadari kompleksitas sistem hukum dan pentingnya
pendekatan yang lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang. Diskusi interaktif dan sesi tanya
jawab sangat penting dalam proses pembelajaran hukum. Kegiatan ini tidak hanya membantu peserta
memahami teori hukum tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk
menghadapi situasi nyata. Menurut Suryani (2023), diskusi tentang kasus-kasus nyata memberikan
wawasan berharga yang membantu peserta mengaitkan teori dengan praktik, yang sangat penting dalam
bidang hukum yang kompleks dan dinamis.

Selain itu, berbagi pengalaman antar peserta dapat menciptakan komunitas pembelajaran yang
kuat. Peserta dapat mempelajari strategi yang berhasil dan tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan
mereka dalam praktik hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahman (2022) yang menyatakan bahwa
kolaborasi dalam pembelajaran membantu memperdalam pemahaman peserta terhadap isu-isu hukum
dan memperkuat jaringan profesional mereka. Kesadaran yang meningkat tentang kompleksitas sistem
hukum dan perlunya pendekatan yang responsif mencerminkan pentingnya pelatihan berkelanjutan
dalam bidang hukum. Dengan terus menerus membahas isu-isu yang relevan, peserta tidak hanya
meningkatkan pengetahuan mereka tetapi juga berkontribusi pada pengembangan praktik hukum yang
lebih baik dan lebih adil dalam masyarakat (Indrayani, 2024).

4. Evaluasi Keterampilan dan Pemahaman
Evaluasi yang dilakukan pada akhir pelatihan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman

yang lebih baik mengenai materi yang diajarkan. Melalui ujian tertulis dan simulasi singkat, peserta
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mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Sebagian besar peserta
mencapai nilai yang memuaskan, dan ada peningkatan yang jelas dibandingkan dengan pengetahuan
mereka sebelum pelatihan. Pemberian sertifikat pada akhir pelatihan menambah motivasi peserta untuk
terus belajar dan menerapkan ilmu yang telah mereka peroleh. Hasil evaluasi pelatihan di Tarakan,
Kalimantan Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2025, menunjukkan bahwa pendekatan yang
digunakan dalam pelatihan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Penggunaan ujian
tertulis dan simulasi singkat sebagai metode evaluasi memungkinkan peserta untuk menerapkan
pengetahuan mereka secara langsung, yang telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk mengukur
pemahaman (Dewi, 2023). Penilaian yang berfokus pada penerapan praktis membantu peserta
merasakan relevansi materi yang dipelajari dalam konteks nyata.

Pemberian sertifikat di akhir pelatihan juga berfungsi sebagai insentif yang penting untuk
mendorong peserta terus belajar. Menurut Hidayat (2022), penghargaan formal seperti sertifikat tidak
hanya mengakui pencapaian peserta tetapi juga dapat meningkatkan motivasi untuk menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari. Sertifikat ini memberi peserta legitimasi atas
kompetensi yang telah mereka kembangkan, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam
menghadapi tantangan hukum di masa mendatang. Pentingnya evaluasi ini mencerminkan komitmen
terhadap pengembangan kapasitas hukum di kalangan peserta. Dengan memahami dan menerapkan
ilmu hukum secara efektif, diharapkan peserta dapat berkontribusi positif dalam penegakan hukum dan
keadilan di masyarakat (Sari, 2024).

5. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun pelatihan ini menunjukkan hasil yang positif, beberapa tantangan masih perlu
diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam penerapan teori ke praktik yang lebih luas.
Beberapa peserta merasa bahwa tidak semua situasi hukum dapat diwakili dalam simulasi, sehingga
mereka khawatir tentang bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang berbeda.
Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan metode pelatihan yang dapat menjangkau lebih
banyak skenario dan situasi hukum yang relevan. Selain itu, tantangan lain adalah rendahnya
pemahaman hukum di kalangan masyarakat yang berada di daerah terpencil. Meskipun pelatihan ini
berhasil menjangkau 50 peserta di Tarakan, Kalimantan Utara, banyak individu di daerah yang belum
mendapatkan akses yang memadai terhadap penyuluhan hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk
memperluas cakupan pelatihan dan penyuluhan hukum ke daerah-daerah yang lebih luas agar manfaat
dari pelatihan dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Keterbatasan dalam menerapkan teori ke praktik mencerminkan perlunya pengembangan metode
pembelajaran yang lebih komprehensif. Menurut Lestari (2023), integrasi berbagai metode pengajaran,
termasuk studi kasus yang lebih beragam dan intervensi lapangan, dapat membantu peserta memahami
bagaimana menerapkan pengetahuan hukum dalam konteks yang berbeda. Hal ini sangat penting untuk
membekali peserta dengan keterampilan yang relevan ketika menghadapi berbagai situasi hukum.

Mengenai tantangan pemahaman hukum di daerah terpencil, ini merupakan isu serius yang dihadapi
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dalam penyuluhan hukum. Penelitian oleh Rakhmawati (2022) menunjukkan bahwa masyarakat di
daerah terpencil sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi dan pendidikan hukum, yang
dapat menyebabkan ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penting untuk
menciptakan program penyuluhan hukum yang dapat menjangkau daerah-daerah tersebut, seperti
melalui pelatihan berbasis komunitas dan penggunaan teknologi untuk penyebaran informasi hukum.
Dengan demikian, pengembangan pelatihan yang lebih inklusif dan menjangkau daerah terpencil dapat
berkontribusi pada peningkatan literasi hukum di masyarakat dan membantu menciptakan masyarakat

yang lebih sadar hukum (Fadhilah, 2024).

KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan dari pelatihan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di Tarakan,
Kalimantan Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum: Pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang
prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan perdata, dengan metode ceramah dan diskusi interaktif
yang terbukti efektif dalam merangsang minat dan keterlibatan peserta.

2. Pengembangan Keterampilan Praktis: Simulasi penanganan perkara hukum memberikan peserta
pengalaman langsung dalam menerapkan teori, meskipun beberapa peserta masih menunjukkan
kesulitan dalam menyusun argumen hukum yang efektif, menunjukkan perlunya pengembangan
keterampilan analitis lebih lanjut.

3. Diskusi Kasus yang Konstruktif: Sesi tanya jawab dan diskusi kasus memperkaya pemahaman
peserta tentang tantangan di lapangan, meningkatkan kesadaran akan kompleksitas sistem hukum,
dan menciptakan komunitas pembelajaran yang kuat di antara peserta.

4. Evaluasi yang Positif: Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman
peserta, dan pemberian sertifikat di akhir pelatihan berfungsi sebagai insentif untuk terus belajar
dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

5. Tantangan yang Dihadapi: Keterbatasan dalam penerapan teori ke praktik yang lebih luas dan
rendahnya pemahaman hukum di daerah terpencil masih menjadi tantangan, yang menuntut
pengembangan metode pembelajaran yang lebih komprehensif dan perluasan cakupan pelatihan.

6. Rekomendasi untuk Pengembangan: Diperlukan pengembangan program penyuluhan hukum yang
lebih inklusif dan penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, demi

peningkatan literasi hukum dan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat.
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